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LAMPIRAN-LAMPIRAN

Narasumber: Bahtiar Rifa’l, S.H.

Lokasi; Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Forum Pemerhati
Pembangunan (PLBH FPP) Cilegon dan Via Telepon WhatsApp

Hari/Tanggal: 04 November 2024 dan 16 Desember 2024

Rangkuman beberapa pertanyaan dan jawaban dalam wawancara sebagai
berikut:

1. Bagaimana implementasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin
terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan
Hukum di Lembaga Bantuan Hukum?

a. Apakah sudah sesuai atau belum?

Jawab: Sudah sesuai pelaksanaan-nya dengan aturan yang
dibekalkan oleh pemerintah, mengingat sudah terdaftar dan
terakreditasi di Kemenkum dan Ham.

b. Apakah sudah sesuai terhadap Undang-undang dibawahnya

yaitu PERMENKUMHAM Nomor 4 Tahun 2021 Tentang
Standar Layanan Bantuan Hukum atau belum?
Jawab: Ketika kami memberikan bantuan hukum, selalu
mengikuti aturan-aturan yang diatur dalam Undang-undang
serta standar layanan bantuan hukum yang kami lakukan
berkomitmen pada aturan tersebut.

c. Berapakah kasus yang sudah ditangani terkait bantuan hukum

bagi masyarakat miskin? Berapa kasus yang tidak selesali
disertai alasan-nya. Berapa kasus yang ditolak sesuai peranan
advokat atau pengurus LBH? (Dalam satu tahun periode 2022-
2024)
Jawab: Tahun 2022-2024, masing-masing per tahun
menyelesaikan 12 perkara litigasi, akan tetapi angka perkara
yang tidak dilakukan reimbursement berbeda setiap tahun.
Perkara non litigasi hanya melakukan penyuluhan hukum
setiap 3 kali dalam setahun. Tidak ada kasus yang tidak selesai
dan ditolak selagi penerima bantuan hukum memiliki syarat
sebagai penerima Bankum.



2. Dalam menjawab pertanyaan pertama (1), Apa faktor-faktor kendala

dalam menjalankan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 di
Lembaga Bantuan Hukum?
Jawab: Tidak ada kendala yang kami alami, karena dalam memberikan
bantuan hukum sesuai dengan Undang-undang. Hanya saja dulu
sempat terkendala terkait syarat permohonan bantuan hukum bagi
pemohon bantuan hukum.



Narasumber: Mufti Rahman, S.H., M.H
Lokasi; Kantor Lawfirm Mufti Rahman & Rekan
Hari/Tanggal: 01 November 2024 dan 16 Desember 2024

Rangkuman beberapa pertanyaan dan jawaban dalam wawancara sebagai
berikut:

1. Bagaimana implementasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin
terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan
Hukum di Lembaga Bantuan Hukum?

a. Apakah sudah sesuai atau belum?
Jawab: Sudah sesuai karena sudah berjalan cukup lama sebagai
pelaksana bantuan hukum yang diatur pemerintah

b. Apakah sudah sesuai terhadap Undang-undang dibawahnya
yaitu PERMENKUMHAM Nomor 4 Tahun 2021 Tentang
Standar Layanan Bantuan Hukum atau belum?
Jawab: Ketiaka menjalankan program bantuan hukum bagi
masyarakat miskin, Starla yang kami berikan sudah sesuai
dengan apa yang dibekalkan Kemenkumham

c. Berapakah kasus yang sudah ditangani terkait bantuan hukum
bagi masyarakat miskin? Berapa kasus yang tidak selesai
disertai alasan-nya. Berapa kasus yang ditolak sesuai peranan
advokat atau pengurus LBH? (Dalam satu tahun periode 2022-
2024)
Jawab: Tahun 2022-2024 berjumlah 57 perkara litigasi yang
diselesaikan dengan angka perkara yang berbeda-beda. Perkara
non litigasi hanya melakukan penyuluhan hukum setiap 3 kali
dalam setahun. Tidak ada kasus yang tidak selesai dan kami
menolak perkara yang berkaitan dengan tipikor dan asset.

2. Dalam menjawab pertanyaan pertama (1), Apa faktor-faktor kendala

dalam menjalankan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 di
Lembaga Bantuan Hukum?
Jawab: Kami mengeluhkan perihal pendanaan yang diberikan
pemerintah karena reimbursement dan masih tergolong kurang.
Sebelumnya, sempat terkendala terkait syarat permohonan bantuan
hukum bagi pemohon bantuan hukum.



Narasumber: Eko Pratama Putra, S.H.I
Lokasi; Via Telepon/Chat WhatsApp
Hari/Tanggal: 12 November 2024 dan 17 Desember 2024

Rangkuman beberapa pertanyaan dan jawaban dalam wawancara sebagai
berikut:

1. Bagaimana implementasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin
terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan
Hukum di Lembaga Bantuan Hukum?

a. Apakah sudah sesuai atau belum?
Jawab: Sudah sesuai karena kami telah memberikan bantuan
hukum sesuai dengan Undang-undang tersebut

b. Apakah sudah sesuai terhadap Undang-undang dibawahnya
yaitu PERMENKUMHAM Nomor 4 Tahun 2021 Tentang
Standar Layanan Bantuan Hukum atau belum?
Jawab: Starla yang kami berikan juga sudah sesuai dengan apa
yang diatur regulasi pemerintah

c. Berapakah kasus yang sudah ditangani terkait bantuan hukum
bagi masyarakat miskin? Berapa kasus yang tidak selesai
disertai alasan-nya. Berapa kasus yang ditolak sesuai peranan
advokat atau pengurus LBH? (Dalam satu tahun periode 2022-
2024)
Jawab: Tahun 2022-2024 berjumlah rata-rata 60 perkara
litigasi yang diselesaikan setiap tahunnya. Perkara non litigasi
hanya melakukan penyuluhan hukum setiap 3 kali dalam
setahun. Tidak ada kasus yang tidak selesai dan ditolak selagi
penerima bantuan hukum memiliki syarat sebagai penerima
Bankum.

2. Dalam menjawab pertanyaan pertama (1), Apa faktor-faktor kendala

dalam menjalankan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 di
Lembaga Bantuan Hukum?
Jawab: Kami mengeluhkan perihal pekerjaan tambahan yang
seharusnya tidak perlu dilakukan yaitu pada putusan verstek. Hanya
saja dulu sempat terkendala terkait syarat permohonan bantuan hukum
bagi pemohon bantuan hukum.



Narasumber: Padmodian Widiningtiyas
Lokasi; Kantor Wilayah Banten, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Hari/Tanggal: 8 Januari 2025

Rangkuman beberapa pertanyaan dan jawaban dalam wawancara sebagai
berikut:

1. Apa saja hak & kewajiban bagi Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum
yang memiliki akreditasi A, B dan C?

Jawab: Hak & kewajiban OBH/LBH yang terdaftar itu sama saja.
Hanya saja pemberian klasifikasi akreditasi A, B dan C saja yang
berbeda.

2. Perkara litigasi dan non litigasi apa yang diminta oleh Kemenkumham
terhadap Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi?
Jawab: Perkara litigasi dan non litigasi yang diharapkan oleh kami
yaitu tercantum dalam aturan Permenkumham Nomor 63 Tahun 2016
Tentang Perubahan atas Permenkumham Nomor 10 Tahun 2015
Tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 42 Tahun 2013 Tentang
Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran
Dana Bantuan Hukum.
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